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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Subrogasi utang adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditor lama dengan tujuan

menggantikan hak-hak kreditur lama terhadap debitur. Subrogasi utang juga dapat dilakukan oleh

penanggung berdasarkan pasal 1840 KUH Perdata. Akibat hukum dari subrogasi utang adalah adanya

peralihan jaminan kepada pihak yang melakukan pembayaran. Tindakan subrogasi utang yang dilakukan

saat benda jaminan masih dalam sita jaminan adalah pelanggaran terhadap pasal 199 HIR dan dapat

dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Sementara itu notaris yang melakukan pembuatan akta

subrogasi tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memeriksa secara mendalam atau materiil apakah

benda yang menjadi jaminan utang itu dalam keadaan sita jaminan atau tidak. Untuk dapat menuntut ganti

kerugian dalam perbuatan melawan hukum juga diharuskan membuktikan kerugian secara rinci dan hakim

dalam menentukan jumlah kerugian harus didasarkan pada kemampuan, kedudukan, keadilan dan kewajaran

seabagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi.

<hr /><i>Subrogation of debt is a payment made by a third party to an old creditor with the aim of replacing

the rights of the old creditor to the debtor. Subrogation of debt can also be done by the guarantee based on

article 1840 of the Civil Code. The legal effect of debt subrogation is the transfer of guarantees to the party

making the payment. Debt subrogation that is carried out when collateral is still under prejudgment seizure

is a violation of article 199 HIR and can be declared as an unlawfull act or tort. Meanwhile, the notary who

makes the subrogation deed does not have a legal obligation to examine in depth or materially whether the

object which is the collateral for the debt is in a prejudgment seizure or not. To be able to claim

compensation in an unlawful act is also required to prove the loss in detail and the judge in determining the

amount of loss must be based on ability, position, fairness and reasonableness as stated in jurisprudence.</i>
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